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KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang
Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat
menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah
karya dari pemikiran penulis yang diberi judul
“Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Peran
Kepala Desa dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana
Korupsi”. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan
bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya
untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya
mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak
yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga
buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini mencoba memulai dari konsep penegakan
dan pencegahan tindak pidana korupsi di kalangan
masyarakat dan desa. Tindak pidana korupsi adalah
kejahatan luar biasa yang sudah mendarah daging dan
menjadi kebiasaan di sebagian bangsa Indonesia. Dampak
korupsi bagi negara-negara dengan kasus korupsi
berbeda-beda  bentuk, luas dan akibat yang
ditimbulkannya kepada negara dan desa-desa, walaupun
dampak akhirnya adalah menimbulkan kesengsaraan
rakyat. Di negara miskin korupsi mungkin menurunkan
pertumbuhan ekonomi, menghalangi perkembangan
ekonomi dan menggerogoti keabsahan politik yang akibat
selanjutnya dapat memperburuk kemiskinan dan
ketidakstabilan politik.
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Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang
membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan
buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa
berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang
telah membantu. Semoga buku ini akan membawa
manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
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BAB
PENDAHULUAN

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh
kemampuan pemerintah dalam menjalankan pembangunan
bangsa. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang
direncanakan  mencakup semua aspek kehidupan
masyarakat. Keberhasilan utama pembangunan ditentukan
oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia dan pembiayaan.
Diantara dua faktor tersebut yang paling dominan adalah
faktor manusianya. Indonesia merupakan salah satu negara
terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan
sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, Negara tercinta ini
dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah
merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk
negara yang miskin. Salah satu penyebabnya adalah
rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Salah satunya
adalah rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari
aparat penyelenggara negara yang dapat menyebabkan
terjadinya korupsi.

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu “ Corruptio”
yang diterjemahkan sebagai suatu perbuatan busuk, buruk,
bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang
dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau
memfitnah, di mana akibat dari korupsi ini dapat



BAB SISTEM PEMBUKTIAN

TINDAK PIDANA
KORUPSI

A. Sistem Pembuktian
Ada beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu
antara lain:

1. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan
Hakim Semata (Conviction In Time). Sistem ini
menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa
terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya
tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim semata-
mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana
tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada
keyakinan hakim. Dan keyakinan hakim tidak harus
timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada.
Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak
yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana,
sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau
hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan
bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim
menjadi subyektif sekali. Sistem pembuktian conviction
in time banyak digunakan oleh negara-negara yang
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BAB PENGATURAN HUKUM

TINDAK PIDANA
KORUPSI

A. Tindak Pidana Korupsi
1. Pengertian Korupsi
Kata “Korupsi” berasal dari bahasa latin corruptio
atau corruptus yang kemudian muncul dalam bahasa

Inggris dan Perancis yaitu corruption, dalam bahasa

Belanda koruptie dan selanjutnya dalam bahasa

Indonesia dengan sebutan korupsi.40

Dalam bukunya Martiman Prodjohamidjojo*!
dikemukakan beberapa pendapat para ahli hukum
tentang pengertian korupsi sebagai berikut :

a. Jakob Van Klavaren, mengatakan bahwa seorang
pengabdi Negara (pegawai negeri) yang berjiwa
korup menganggap kantor/instansinya sebagai
perusahaan magang di mana pendapatannya akan
diusahakan semaksimal mungkin.

b. L. Bayley, berpendapat bahwa perkataan korupsi
dikaitkan dengan perbuatan penyuapan yang
berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau
kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dan

40 Andi Hamzah, Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP, Pradnya Paramita, Jakarta 1985,
hal. 143.

41 Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi,
Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 8.
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BAB

PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TINDAK PIDANA
KORUPSI

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Faktor penyebab korupsi yang dikemukakan oleh

para ahli antara lain:

1. Andi Hamzah mengemukakan penyebab korupsi
adalah:

a.

Kurangnya gaji Pegawai Negeri Sipil dibandingkan
dengan kebutuhan yang makin hari makin
meningkat.

Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia
yang merupakan sumber atau sebab meluasnya
korupsi.

Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang
kurang efektif dan efisien yang akan memberikan
peluang orang untuk korupsi.

. Modernisasi mengembangbiakkan korupsi.t!

2. Syed Hussein Alatas, sebagaimana dikutip Evi

Hartanti, menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi
adalah:

61 Andi Hamzah, Perkembangan Hukum Pidana Khusus, (Jakarta: Rineka Cipta 1991),

hal. 18.
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BAB PENERAPAN HUKUMAN BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI PADA PUTUSAN
PENGADILAN

A. Kasus Posis
1. Kronologis

Terdakwa Drs. H. Hasnil. MM bersama-sama
dengan Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si. (yang
perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah)
pada bulan Januari 2003 sampai dengan bulan
Desember 2003, atau pada waktu lain dalam Tahun
2003, bertempat di Kantor Pemerintahan Kabupaten
Langkat, Jalan Proklamasi Kecamatan Stabat,
Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, atau
setidak-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal
5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang
berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau
turut serta melakukan perbuatan secara melawan
hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara yang dilakukan
dengan cara-cara sebagai berikut : Pada tanggal 5 April
2002 dengan dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jendral
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BAB

PERAN KEPALA DESA DALAM
MENCEGAH TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA DESA

A. Definisi Dana Desa

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara yang dimaksud dengan dana desa adalah dana
yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer
melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan  dan
pemberdayaan masyarakat.

Tata kelola penyelenggaran dana pemerintahan
yang baik dalam suatu negara merupakan kebutuhan yang
tak terelakkan. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam
undang-undang tersebut diatur tentang perlunya
menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan
roda pemerintahan, termasuk didalamnya kaidah-kaidah
dalam bidang pengelolaan pemerintahan untuk
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B AB PELAKSANAAN
PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DANA
DESA

A. Potensi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Penerimaan dari setiap sumber pendapatan desa
harus didasarkan pada hukum dan wajib dicatat dengan
tertib disertai dengan bukti-bukti penerimaanya.
Demikian pula halnya penggunaan dana desa tersebut
wajib harus mengikuti peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Bila terjadi penyimpangan apalagi dana-
dana tersebut diselewengkan atau disalahgunakan akan
memunculkan tindak pidana korupsi. Sering menjadi
wacana di masyarakat bahwa dana desa memiliki potensi
untuk berkontribusi dalam tindak pidana korupsi.

Anggaran desa diharapkan dapat memajukan dan
menyejahterakandesa, dengan pemberian dana desa
pelayanan publik di desa semakin meningkat
pembangunan desa. Namun, dalam perkembangannya
dana tersebut, setiap tahunnya jumlah penyimpangan
yang berpotensi tindak pidana korupsi semakin
meningkat.102

Terhadap  pengelolaan dana desa  yang
dikhawatirkan banyak pihak adalah penggunaannya yang
berpotensi dikorupsi. Baik sengaja ataupun tidak

102 ] Made Pandu Andrie, Korupsi Desa, Ruas Media, Yogyakarta, 2020, halaman. 167.
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BAB HAMBATAN KEPALA DESA
DALAM MENCEGAH TINDAK
PIDANA KORUPSI DANA
DESA

A. Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Dana Desa

Desa yang lebih berkesan sebagai kelompok
masyarakat yang hidup secara tradisional, mempunyai
banyak ketertinggalan dibanding dengan dengan
perkotaan. Salah satu tujuan pembangunan wilayah
pedesaan adalah menyetarakankondisi kesejahteraan
kehidupan masyarakat desa dan kota sesuai dengan
kondisi alami potensi yang dimiliki desa. Peran besar yang
diterima oleh pemerintah desa, tentunya disertai dengan
tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu
pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip
akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua
akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa
sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal pengelolaandana desa, pemerintah desa
wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa
dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus
pengelolaan dana desa yang dimulai dari tahapan
perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan
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BAB
PENUTUP

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang
sudah mendarah daging dan membudaya di sebagian bangsa
Indonesia. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana
korupsi harus ditegakkan dan diterapkan hakim untuk
pelaku korupsi sesuai dengan Pasal 2, 3 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001.

Pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi.
Pelaku  harus  bertanggung jawab karena telah
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, serta dalam kasus ini tindak pidana korupsi dapat
dibuktikan dipersidangan dan telah memenuhi unsur Pasal 3
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
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